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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Good 

Governance dalam Pengelolaan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah di 

Kabupaten Bojonegoro menggunakan teori Good Governance UNDP (1997), 

dapat disimpulkan bahwa penerapan Good Governance dalam pengelolaan 

penggunaan kendaraan dinas telah dilaksanakan dan dianalisis menggunakan 

empat indikator Good Governance, yaitu: 

a. Accountability (Akuntabilitas) dalam pengelolaan aset pada penggunaan 

kendaraan dinas telah diterapkan melalui pembagian tugas dan mekanisme 

tanggung jawab yang jelas berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 19 

Tahun 2016 serta Surat Keputusan Bupati Nomor 

188/37/KEP/412.013/2026. Pelaksanaan pertanggungjawaban dilakukan 

melalui berita acara serah terima (BAST), sistem e-BMD, rekonsiliasi 

secara berkala, hingga apel kendaraan dinas dan pelaporan administratif. 

Namun demikian, pelaporan penggunaan bersifat umum dan belum secara 

khusus menggambarkan penggunaan kendaraan dinas. Selain itu, proses 

pelaksanaan rekonsiliasi dan monitoring  belum seluruhnya didukung oleh 

dokumentasi khusus berupa berita acara atau laporan pelaksanaan 

kegiatan. 
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b. Responsiveness (Daya Tanggap) telah diwujudkan melalui koordinasi 

antar pengurus barang melalui media komunikasi kelompok, pencatatan 

penggunaan kendaraan dinas pada OPD tertentu, pembentukan tim sebagai 

bentuk koordinasi penanganan apabila terjadi pelanggaran, serta tindak 

lanjut terhadap permasalahan sesuai kewenangan masing-masing. Namun 

demikian, pencatatan penggunaan sebagai upaya preventif dalam 

pengelolaan penggunaan kendaraan dinas belum berjalan secara 

menyeluruh. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam mengetahui 

penggunaan kendaraan dinas ketika berada di luar kantor sehingga 

penggunaan kendaraan di luar jam kerja belum sepenuhnya diketahui 

secara langsung. 

c. Rule of Law (Aturan Hukum) telah diterapkan dengan menjadikan regulasi 

sebagai pedoman penggunaan kendaraan dinas, didukung penerbitan surat 

edaran pada momentum tertentu, serta penerapan konsistensi regulasi 

terhadap penggunaan kendaraan dinas sesuai tugas, fungsi, jabatan, dan 

peruntukan. Namun demikian, sebagian besar OPD masih berpedoman 

pada regulasi yang bersifat umum sehingga pedoman teknis yang 

mengatur penggunaan kendaraan dinas secara rinci belum diterapkan 

secara menyeluruh. 

d. Effectiveness and Efficiency (Efektivitas dan Efisiensi) telah diterapkan 

melalui penggunaan kendaraan sesuai kebutuhan kedinasan serta upaya 

penggunaan kendaraan secara tepat agar tidak menimbulkan penggunaan 

sumber daya yang berlebihan. Namun demikian, hasil penelitian masih 
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menunjukkan adanya beberapa kasus penggunaan kendaraan dinas yang 

tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga berpotensi mengurangi 

efektivitas penggunaan kendaraan dinas serta meningkatkan penggunaan 

sumber daya yang tersedia. 

Secara keseluruhan, penerapan Good Governance dalam pengelolaan 

aset kendaraan dinas pemerintah daerah telah diterapkan sesuai dengan prinsip 

Accountability (Akuntabilitas), Responsiveness (Daya Tanggap), Rule of Law 

(Aturan Hukum), serta Effectiveness and Efficiency (Efektivitas dan Efisiensi). 

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat 

beberapa aspek yang perlu diperkuat agar pelaksanaannya semakin konsisten 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. 

 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Seluruh Pengelola Barang 

Milik Daerah 

a. Mengembangkan mekanisme pelaporan yang dapat menyajikan 

penggunaan kendaraan dinas secara spesifik, sehingga riwayat 

penggunaan kendaraan dinas oleh masing-masing pengguna dapat 

terdokumentasi dengan jelas serta didukung oleh dokumentasi hasil 

rekonsiliasi dan monitoring untuk mendukung proses 

pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas.  

b. Mendorong penerapan pencatatan penggunaan dinas secara lebih 
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merata pada seluruh OPD, termasuk pencatatan tujuan, waktu, dan 

penggunaan kendaraan, sehingga penggunaan kendaraan dinas ketika 

berada di luar kantor tetap dapat diketahui dan 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya. 

c. Menyusun SOP ataupun pedoman teknis yang secara khusus 

mengatur penggunaan kendaraan dinas pada tingkat OPD, sehingga 

terdapat standar yang lebih jelas mengenai batasan penggunaan 

kendaraan dinas. 

d. Meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan melalui sosialisasi 

mengenai ketentuan penggunaan kendaraan dinas sesuai tugas, fungsi, 

jabatan, dan peruntukannya agar penggunaan kendaraan dinas tetap 

mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta penggunaan 

sumber daya yang efisien. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan mengkaji penerapan Good Governance pada seluruh tahapan 

pengelolaan aset daerah atau menggunakan objek penelitian yang berbeda 

sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai 

penerapan Good Governance dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. 
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